Kurang lebih 4,5 persen penduduk dunia berasal dari
golongan masyarakat asli dimana 80 persen diantaranya hidup di Asia
(Arnold & de Como, 2015). Masyarakat asli dalam konteks Indonesia
cenderung di-identifikasikan sebagai masyarakat adat yaitu komunitas
yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur di atas suatu wilayah
geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas,
berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan
mengurus  keberlanjutan  kehidupannya melalui  hukum  dan
kelembagaan adat (AMAN, dalam Bappenas, 2013). Populasinya
diperkirakan mencapai 50 hingga 60 juta jiwa (AMAN, 2011).

Sebagai pewaris dan pemelihara budaya leluhur, masyarakat
asli memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik, terlebih di tengah-
tren global yang mengarah kepada homogenitas. huday& Tradisi

masyarakat asli yang bernuansa otentik dianggap eksotik dan mampu
menciptakan nilai tambah bagi scktor pariwisata (Gang, 2011).
Sementara dari aspek lingkungan hidup, masyarakat asli memberikan
kontribusi yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidup umat
manusia. Mereka bertindak sebagai penjaga alam (custodian) untuk
kemudian mewariskannya kepada generasi berikutnya. Memelihara
keanckaragaman hayati bukan semata cara hidup, tetapi juga bagian
dari budaya dan ekspresi spiritualitas mereka. Menurut perkiraan, 80
persen dari keanckaragaman hayati dunia dan 11 persen dari luasan
hutan di muka bumi berada dalam teritorial dan penjagaan masyarakat
adat (World Bank, 2008). Kearifan lokal yang dimiliki oleh hampir
setiap masyarakat asli dalam mengatur hubungan mereka dengan alam
semakin diakui dunia sebagai model konservasi yang efektif, terlebih
dalam konteks strategi adaptasi manusia terhadap perubahan iklim.

Buku ini memberikan gambaran tentang resiliensi sosial
komunitas betang di ensaid panjang terhadap perubahan sosial-
ckologi.
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BAB |
PENDAHULUAN

Kurang lebih 4,5 persen penduduk dunia berasal dari
golongan masyarakat asli dimana 80 persen diantaranya hidup
di Asia (Arnold & de Como, 2015). Masyarakat asli dalam
konteks Indonesia cenderung di-identifikasikan sebagai
masyarakat adat yaitu komunitas yang hidup berdasarkan
asal-usul leluhur di atas suatu wilayah geografis tertentu,
memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat
atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan
mengurus keberlanjutan kehidupannya melalui hukum dan
kelembagaan adat (AMAN, dalam Bappenas, 2013).
Populasinya diperkirakan mencapai 50 hingga 60 juta jiwa
(AMAN, 2011).

Sebagai pewaris dan pemelihara budaya leluhur,
masyarakat asli memiliki karakteristik sosial-budaya yang
unik, terlebih di tengah tren global yang mengarah kepada
homogenitas budaya. Tradisi masyarakat asli yang bernuansa
otentik dianggap eksotik dan mampu menciptakan nilai
tambah bagi sektor pariwisata (Gang, 2011). Sementara dari

aspek lingkungan hidup, masyarakat asli memberikan



kontribusi yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidup
umat manusia. Mereka bertindak sebagai penjaga alam
(custodian) untuk kemudian mewariskannya kepada generasi
berikutnya. Memelihara keanekaragaman hayati bukan semata
cara hidup, tetapi juga bagian dari budaya dan ekspresi
spiritualitas mereka. Menurut perkiraan, 80 persen dari
keanekaragaman hayati dunia dan 11 persen dari luasan hutan
di muka bumi berada dalam teritorial dan penjagaan
masyarakat adat (World Bank, 2008). Kearifan lokal yang
dimiliki oleh hampir setiap masyarakat asli dalam mengatur
hubungan mereka dengan alam semakin diakui dunia sebagai
model konservasi yang efektif, terlebih dalam konteks strategi
adaptasi manusia terhadap perubahan iklim.

Pada sisi yang lain, masyarakat asli di berbagai
belahan dunia dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang
menyedihkan. Berdirinya negara moderen yang kekuasaannya
mencakup wilayah-wilayah dimana masyarakat asli bermukim
telah membawa persoalan-persoalan tertentu. Pada umumnya
masyarakat asli dalam sistem negara moderen (nation-state)
termarjinalkan oleh kepentingan negara dan isu-isu mereka
cenderung direduksi pada persoalan asimilasi, integrasi,
peradaban dan modernisasi (Champagne, Torjesen &

Altamira, 2005). Hak-hak masyarakat asli juga sering



terancam oleh proyek-proyek pembangunan yang Kkian
merambah wilayah-wilayah tradisional mereka. Dalam
wacana pembangunan, masyarakat asli seakan-akan hanya
berhak untuk “dibangun” (Berkes, Colding & Folke; 2003).
Mereka cenderung tergusur dari bumi mereka sendiri dan
tercerabut haknya atas sumber daya alam yang menjadi
penopang hidup, budaya dan identitias mereka (Minority
Rights Group International, 2012). Di Indonesia, antara 40
hingga 65 ribu penduduk yang hidupnya bergantung pada
hutan tidak memiliki hak atas hutan dan lahan yang telah
mereka kelola secara turun temurun (Michon et al., dalam
Weihreter, 2014).

Komunitas Dayak Desa yang hidup di betang Ensaid
Panjang sedikit banyak merepresentasikan fenomena umum di
atas. Secara tradisional mereka hidup subsisten dan
bergantung pada sumber daya alam. Gaya hidup agraris
dimana hutan adalah bagian yang tak terpisahkan dari
kehidupan mereka telah sedemikian rupa membentuk sistem
budaya dan cara pandang mereka terhadap dunia (worldview).
Hutan bagi mereka menjadi sumber pemenuhan kebutuhan
material, kultural dan spiritual. Hukum adat, adat kebiasaan,

dan sistem kepercayaan yang berkembang merupakan produk



dari proses interaksi mereka dengan alam yang terjadi dalam
bentang waktu yang sangat panjang.

Akan tetapi dalam kurun waktu kurang lebih empat
dasawarsa terakhir, komunitas betang Ensaid Panjang
dihadapkan pada perubahan lingkungan sosial-ekologis yang
tidak pernah mereka antisipasi sebelumnya, terutama karena
perubahan itu ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal seperti
kebijakan pemerintah di bidang politik dan pembangunan dan
penetrasi pasar. Politik transmigrasi dan resettlement pada
jaman Orde Baru yang cenderung dipakai sebagai alat
rekayasa sosial untuk mempercepat integrasi nasional tidak
hanya merubah lanskap spasial, tetapi juga merubah lanskap
sosial dan berdampak pada dinamika kehidupan komunitas
betang hingga hari ini.

Pada sisi lain, kebijakan-kebijakan pemerintah di
bidang agraria turut membatasi ruang hidup komunitas betang
terutama dalam mengakses hutan dan lahan. Klaim
pemerintah atas hutan dan penetapan berbagai aturan
mengenai peruntukan lahan dan pengaturan batas-batas
administratif wilayah Desa hingga batas Dusun menyebabkan
komunitas betang tidak lagi memiliki keleluasaan dalam
mengakses lahan yang luas guna mempraktekkan ladang gilir

balik menurut cara tradisional mereka. Sementara itu, investor



menguasai lahan yang begitu luas dan mengkonversikan hutan
dan sebagian lahan adat menjadi areal perkebunan kelapa
sawit.

Pada sisi lain pemerintah melalui program-program
pembangunan terus berupaya mengubah perilaku masyarakat
peladang. Ada anggapan bahwa metode berladang berpindah
hanya menghasilkan tanah kritis dan lahan tidur yang dapat
menyebabkan erosi tanah. Ditengah kontroversi itu, isu
seputar kebakaran hutan dan lahan semakin memojokkan
masyarakat peladang. Pada kisaran 2016-2017, sekitar 70
hektar lahan baik yang berupa semak belukar maupun
tembawang dikonversikan menjadi lahan persawahan.
Tujuannya agar pola menanam padi yang berpindah-pindah
diubah menjadi menetap di satu lokasi sehingga mengurangi
pembukaan lahan dengan cara membakar sekaligus untuk
meningkatkan produksi padi.

Transformasi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi
di Indonesia menempatkan Ensaid Panjang menjadi arena
kontestasi beragam isu, mulai dari persolan akses kepada
layanan dasar, hak atas tanah dan hutan serta pemanfaatannya,
ketersediaan lapangan kerja alternatif, partisipasi dalam
proses kebijakan hingga isu konservasi. Sementara itu, di

tengah-tengah kompleksitas beragaam isu yang ada, cara



hidup tradisional komunitas Dayak Desa di Ensaid Panjang
dihadapkan dengan apa yang dilabelkan sebagai
“modernisasi”.  Tekanan-tekanan  terhadap  kehidupan
ekonomi, sosial dan budaya mereka mengarah pada satu titik
yang mengancam eksistensi mereka sebagai sebuah
komunitas peladang.

Adaptasi komunitas dalam merespon perubahan
sosial-ekologis dapat ditelaah melalui konsep resiliensi sosial.
Resiliensi sosial adalah kemampuan komunitas dalam
mengatasi tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh faktor-
faktor eksternal seperti faktor politik, kebijakan, demografi,
budaya, teknologi dan alam (Adger, 2000). Pendekatan ini
berguna untuk memahami keputusan-keputusan komunitas
dalam merespon tekanan eksternal pada sistem sosial mereka.
Sebuah komunitas dikatakan resilien apabila mereka mampu
menghadapi  perubahan-perubahan secara positif tanpa
kehilangan kompleksitas dan kemampuan yang telah mereka
miliki sebelumnya. Berbagai kemampuan dan sumber daya
yang dimiliki komunitas, baik yang bersifat material maupun

sosial, dapat menjadi faktor penentu resiliensi komunitas.



BAB Il
KONSEP TENTANG SISTEM SOSIAL-
EKOLOGI

A. Komunitas sebagai Sistem Sosial

Sistem sosial (social system) tebentuk ketika dua
orang atau lebih memiliki tujuan atau orientasi yang sama dan
saling berinteraksi dalam lingkup atau batasan lingkungan
tertentu. Interaksi tersebut melahirkan tujuan-tujuan bersama
dan melahirkan norma dan nilai bersama. Sistem sosial dapat
dilihat dari berbagai tingkatan, mulai dari skala yang terkecil
dan sederhana yaitu rumah tangga hingga pada tingkatan yang
lebih besar dan kompleks yaitu komunitas, nasonal, regional
hingga dunia. Karena itu, cakupan, bentuk dan batasan sistem
sosial-ekologi ditentukan oleh batasan permasalahan yang
dirumuskan dan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan
masalah dan tujuan penelitian dalam Disertasi ini, sistem
sosial-ekologi dibatasi pada skala komunitas.

Sistem sosial tidak hanya bersifat kompleks,
melainkan juga adaptif (Missimer, Robert & Broman, 2016).
Sistem sosial sistem dikatakan kompleks karena sistem sosial

terbentuk dari jejaring hubungan-hubungan yang dinamis, dan



tidak dilihat sebagai agregat dari entitas-entitas yang statis.
Sistem sosial disebut dinamis karena perilaku individu
maupun kelompok yang ada di dalam sistem sosial bisa
berubah (Castellani & Hafferty, 2010). Sebuah sistem yang
kompleks dan adaptif dicirikan oleh perubahan dan
ketidakpastian sehingga membutuhkan fleksibilitas dan
adaptabilitias (Berkes, Colding & Folke, 2003). Penelitian
mengenai resiliensi sosial berupaya memahami dinamika
sistem sosial yang kompleks dan adaptif tersebut (Missimer,
Robert, Broman & Sverdrup, 2010).

Sistem sosial dikatakan memiliki daya lenting yang
baik (resilien) apabila bersifat fleksibel, mampu beradaptasi,
dan mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian
(Marshall, et.al., 2013). Sebaliknya, suati sistem dikatakan
tidak lenting (tidak resilien) apabila . I tersebut rentan
terhadap perubahan-perubahan yang bersifat permanen dan
mengancam sehingga bisa menyebabkan perubahan pada
sistem, bahkan berubah ke arah yang tidak dikehendaki
(Marshall, 2013).



B. Ketergantungan Sistem Sosial Manusia pada Ekosistem

Konsep bahwa masyarakat manusia dan alam memiliki
ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya
bukanlah konsep yang baru. Kompleksitas dan pentingnya
interaksi diantara dua komponen sosial dan ekologi
mendorong para ilmuwan di bidang ilmu alam dan sosial
untuk mengetahui lebih jauh interaksi diantara komponen-
komponen itu guna mendapatkan pemahaman dan mencari
solusi atas permasalahan yang ada.

Manusia melalui sistem sosialnya berinteraksi dengan
ekosistem disekitarnya, sehingga membentuk hubungan
timbal balik yang sangat kompleks (Gambar 2.1.). Sistem
sosial manusia dicirikan oleh besaran populasi, organisasi
sosial di dalamnya, nilai-nilai, teknologi, kekayaan,
pendidikan, pengetahuan, dan sebagainya. Tipologi komunitas
menentukan sikap dan tindakan manusia terhadap ekosistem.
Manusia memodifikasi alam guna mendapatkan manfaat dari
alam (ecosystem services) untuk keperluan hidup manusia,
seperti air, kayu, bahan makanan, engeri, lahan untuk
berladang, dan sebagainya.

Sistem  sosial-ekologi adalah  ekosistem yang
berhubungan dan dipengaruhi oleh satu atau lebih sistem

sosial. (Anderies, Janssen, & Ostrom, 2004). Tindakan



manusia memanfaatkan sumber daya alam tersebut sangat
berpengaruh pada ekosistem. Sebaliknya, ekosistem seperti
hutan, tanah, air, dan lain-lain yang berubah karena pengaruh
manusia dapat kembali mempengaruhi kehidupan manusia
(Harwood, 1996; Nair dan Kumar, 2006).

C. Ekosistem Hutan Kalimantan dan Sistem Sosial
Masyarakat Dayak

Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau dengan
tingkat kekayaan hayati yang luar biasa di dunia. Kekayaan
hayati Pulau Kalimantan tersimpan dalam hamparan hutan
tropis dan berbagai ekosistem dan habitat yang ada dalam di
Pulau Kalimantan. Terdapat beragam tipe ekosistem yang ada,
mulai dari ekosistem pesisir, estuari, mangrove, hutan dataran
rendah, rawa-rawa, lahan gambut dan ekosistem hutan dataran
tinggi di daerah perbukitan. Ekosistem tersebut adalah tempat
bagi preservasi berbagai kehidupan di pulau Kalimantan saat
ini.

Besarnya keanekaragaman hayati pulau Kalimantan
dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain posisi
pulau dalam zona tropik yang memungkinkan stabilitas iklim
sepanjang tahun, sinar matahari sepanjang tahun dan curah

hujan yang tinggi. Posisi geografis pulau Kalimantan yang



memungkinkan terjadinya pencampuran flora, dan umur dari
pulau Kalimantan yang sangat tua sehingga memungkinkan
proses-proses spesiasi dan endemisme dapat terjadi dan
mengahsilkan anakaragam jenis-jenis flora-fauna Kalimantan.
Sampai saat ini, bahkan jenis-jenis baru flora-fauna
Kalimantan masih terus ditemukan dan menjadi koleksi baru
dari keanekaragaman hayati Pulau Kalimantan.

Produk dan jasa lingkungan adalah manfaat yang
disediakan oleh alam bagi manusia dan mahluk hidup lainnya
melalui proses ekologis. Secara global, keanekragaman hayati
dan ekosisitem Pulau Kalimantan menyumbangkan
sumberdaya penting bagi kehidupan global, regional, nasional
dan lokal, baik secara ekonomi, sosial-budaya dan jasa-jasa
lingkungan (Mertz et al., 2009). Akan tetapi keberlanjutan
dari produk dan jasa lingkungan tidak hanya ditentukan oleh
ekosistem itu sendiri tetapi juga oleh tindakan manusia yang
didorong oleh keinginan dan kebutuhan akan produk dan jasa
dari ekosisistem. Mayarakat yang mendiami kawasan
berhutan dan menggantungkan hidupnya pada sumber daya
dan jasa yang diberikan oleh ekosistem hutan dalam hal ini
dilihat sebagai sebuah sistem sosial. Aktivitas-aktivitas
mereka berimplikasi pada dinamika ekosistem (Chapin, Folke
& Kofinas, 2009).



Sebagai penduduk asli Kalimantan, masyarakat Dayak
telah berinterakasi dengan hutan sejak dahulu kala. Ekosistem
hutan dibentuk sedemikian rupa guna memenuhi kebutuhan
ekonomi, sosial dan spiritual mereka. Pemanfaatan hutan oleh
komunitas masyarakt Dayak tidak terlepas dari pengalaman
dan pengetahuan mereka yang terbentuk karena interaksi
mereka dengan hutan dalam bentang waktu yang lama. Hal ini
kemudian melahirkan sistem pengelolaan hutan, sistem
perladangan, dan sistem budaya Dayak yang khas.

Proses-proses sosial memainkan peran penting untuk
terjadinya perubahan-perubahan pada ekosistem hutan
sehingga proses-proses sosial tersebut perlu dipahami sebagai
faktor-faktor penentu keberlanjutan ekosistem. Proses-proses
sosial juga dapat melahirkan resiliensi komunitas, atau bisa
sebaliknya yakni kerentanan. Lebih jauh, kerentanan memiliki
dimensi sosial dan cenderung dikaitkan dengan elemen-
elemen kesejahteraan, terutama menyangkukt sumber nafkah
(livelihood), rasa aman (safety) dan kestabilan hubungan-
hubungan sosial.

Sistem sosial tidak hanya bersifat kompleks,
melainkan juga adaptif (Missimer, Robert & Broman, 2016).
Sosial sistem dikatakan kompleks karena sistem sosial

terbentuk dari jejaring hubungan-hubungan yang dinamis, dan



tidak dilihat sebagai agregat dari entitas-entitas yang statis.
Sistem sosial disebut dinamis karena perilaku individu
maupun kelompok yang ada di dalam sistem sosial bisa
berubah (Castellani & Hafferty, 2010). Sebuah sistem yang
kompleks dan adaptif dicirikan oleh perubahan dan
ketidakpastian sehingga membutuhkan fleksibilitas dan
adaptabilitias (Berkes, et al, 2003). Penelitian mengenai
resiliensi sosial berupaya memahami dinamika sistem sosial
yang kompleks dan adaptif tersebut (Missimer, Robert &
Broman, 2016).

Berbagai literatur menyatakan bahwa saat ini telah
terjadi berbagai permasalahan sosial yang diakibatkan oleh
perubahan-perubahan yang terjadi dalam tatanan komunitas
Dayak di Kalimantan. Tidak dapat dipungkiri bahwa
pengaruh eksternal sangat kuat dan memberikan dampak dari
tatanan kehidupan tradisional masyarakat Dayak. Sentuhan
sosial-budaya yang terjadi antara masyarakat Dayak dengan
komunitas dari luar telah terjadi sejak lama dan telah
mempengaruhi kehidupan sosil-budaya dan religi masyarakat.
Pada banyak hal, bahkan mempengaruhi aspek-aspek
lingkungan dan spiritual yang telah ada.

Industrialisasi yang menyentuh sendi-sendi kehidupan

amsayrakat Dayak dipercaya telah menyebabkan pergeseran



nilai-nilai sosial-budaya dan cara pandang dalam pemanfaatan
alam Pulau Kalimanan. Secara historis, terdapat berbagai
aktivitas yang menjadi faktor penting (eksternalitas) yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat Dayak saat ini dalam
kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya lingkungan,
antara lain adalah ekplorasi dan ekploitasi gas dan minyak
bumi, penambangan batu bara, industri kayu, pembukaan
kebun kelapa sawit dan penambangan emas. Memahami
perubahan kondisi lingkungan adalah bagian dari memahami

sistem sosial-ekologi.



BAB Il
KONSEP TENTANG RESILIENSI
SOSIAL

A. Batasan dan Ruang Lingkup Resiliensi Sosial

Sistem sosial-ekologi dapat dimaknai sebagai dua
sistem terpisah yang terdiri atas sistem manusia (human
system) dan ekosistem (ecological system), namun keduanya
saling berhubungan, dimana manusia menggantungkan
hidupnya pada ekosistem dan ekosistem dipengaruhi oleh
eksistensi manusia (Berkes et al., 2003). Studi tentang
resiliensi dibangun berdasarkan gagasan bahwa sebuah
fenomena harus dipahami sebagai suatu sistem sosial-ekologi
yang berdinamika. Analisis tentang resiliensi dari sudut
pandang sosial-ekologi memungkinkan kita memamahami
hubungan transaksional manusia-lingkungan.

Konsepsi mengenai resiliensi telah mengalami
pergeseran penekanan dimana pada awalnya difokuskan pada
persistensi fungsi ekosistem, kemudian bergeser menjadi
sistem sosial-ekologis, dan selanjutnya difokuskan pada
adaptasi manusia terhadap perubahan ekosistem atau yang

dikenal dengan resiliensi sosial (Wilson, 2012). Ketika di-



identikkan dengan persistensi, resiliensi dimaknai sebagai
kestabilan ekosistem dan kemampuannya mengabsorsi
perubahan dan gangguan dengan tetap mempertahankan
struktur dan fungsinya (Crawfor Hollings, dalam Walker &
Salt, 2006). Resiliensi dalam konteks ini diukur melalui
besaran gangguan yang mampu ditoleransi oleh ekosistem
agar tetap bertahan (Carpenter, et. al., 2001). Namun setelah
itu muncul definisi resiliensi fase kedua, yaitu resiliensi
sosial-ekologis. Pada fase ini, resiliensi dimaknai sebagali
kemampuan atau kapasitas sistem sosial-ekologi dalam
mengabsorsi gangguan dan me-reoganisir diri (beradaptasi)
ketika terjadi perubahan sehingga struktur, karakteristik dan
umpan balik dalam sistem sosial-ekologi tetap dipertahankan
(Folke, 2006). Fase ini ditandai oleh minat peneliti pada isu-
isu yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Fase selanjutnya berangkat dari pemikiran bahwa
masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan dari konteks
sosial. Konsep resiliensi ini lebih diarahkan kepada sistem
sosial manusia sebagai bagian dari sistem sosial-ekologi.
Resiliensi dalam hal ini mencakup pula unsur transformabilias
dari suatu sistem sosial. Resiliensi sosial memberi penekanan
pada upaya memahami bagaimana sistem sosial manusia

merespon perubahan (Wilson, 2012). Berbeda dari gagasan



mengenai resiliensi ekologis (ecological resilience), wawasan
untuk memahami resiliensi sosial banyak berasal dari ilmu-
ilmu sosial.

Salah satu definisi pertama mengenai resiliensi sosial
dibuat oleh Adger (2000) yang mengatakan bawah resiliensi
sosial adalah kemampuan sebuah kelompok atau komunitas
dalam menghadapi berbagai tekanan atau gangguan yang
berasal dari luar komunitas yang ditimbulkan oleh perubahan
sosial, politik, dan lingkungan. Definisi yang dikemukakan
oleh Adger tersebut menggarisbawahi bahwa konsep resiliensi
sosial mempunyai kedekatan dengan konsep resiliensi
ekologis yang dicirikan oleh adanya kemampuan untuk
mempertahankan diri ketika terjadi gangguan. Sebagaimana
dikemukakan oleh Adger, keterkaitan hubungan antara
resiliensi sosial dan resiliensi ekologis nampak jelas terutama
pada komunitas yang kehidupannya banyak bergantung pada
sumberdaya alam dan lingkungan.

Konsepsi mengenai resiliensi sosial menekankan pada
beberapa aspek. Pertama, resiliensi sosial harus dibicarakan
dalam konteks perubahan, bukan keadaan yang statis (Zautra,
Hall, & Murray, 2008). Perubahan yang dimaksud berupa
“gangguan pada sistem”, sehingga ukuran gangguan relatif

besar dan dapat menimbulkan krisis (Magis, 2010). Kedua,



mengkonsepsikan resiliensi perlu mempertimbangkan konteks
yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perubahan
mulai dari faktor alam hingga perubahan yang dibuat oleh
manusia (Zautra, Hall, & Murray, 2008). Ketiga,
mengkonsepsikan resiliensi perlu merujuk kepada faktor-
faktor yang dapat menimbulkan resiliensi yaitu modal-modal
seperti modal sosial, modal ekonomi, alam, kultural kapital
(Roberts & Townsend, 2015).

Selain ketiga hal di atas, hal-hal lain yang perlu
dipahami adalah bahwa resiliensi sosial terdiri atas tiga
komponen kapabilitas, yaitu: 1) kemampuan mengatasi
(coping capacity), 2) daya adaptif (adaptive capacity), dan 3)
kemampuan bertransformasi (transforming capacity) (Bene,
etal, 2012). Coping capacity menyangkut kemampuan
komunitas mengatasi ancaman-ancaman yang terjadi dengan
menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia. Coping
capacity lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat taktis
jangka pendek. Sementara adaptive capacity menyangkut
langkah-langkah proaktif atau preventif yang dilakukan oleh
komunitas berdasarkan pengalaman masa lalu untuk
menghindari peristiwa yang tidak di inginkan terjadi di
kemudian hari. Kemampuan berdaptasi diperlukan untuk

menyiasati dampak perubahan-perubahan.  Selanjutnya,



transforming capacity menyangkut kemampuan komunitas
mengakses aset-aset dan bantuan dari arena sosio-politik yang
lebih luas, seperti organisasi pemerintah dan masyarakat luas,
agar dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang
berdampak pada kesejahteraan dan memperkokoh komunitas.

B. Kerentanan dan Adaptabilitas Komunitas

Agar dapat menjelaskan apa yang terjadi pada
komunitas ketika perubahan sosial-ekologis berlangsung,
maka perlu juga dipahami seberapa rentan sebuah komunitas
ketika dihadapkan dengan perubahan. Karena itu, upaya
mengetahui resiliensi sosial komunitas juga harus memahami
kerentanan sosial komunitas, dan sebaliknya. Upaya
mendeskripsikan resiliensi sosial komunitas akan kehilangan
konteksnya apabila tidak dilengkapi dengan upaya memahami
kerentanan sosial mereka. Selanjutnya, upaya
mendeskripsikan resiliensi dan kerentanan sosial komunitas
tidak banyak bermanfaat bila tidak diikuti dengan upaya
memahami kemampuan komunitas beradaptasi dengan
perubahan-perubahan yang terjadi.

Kerentanan cenderung menggambarkan
ketidakmampuan  komunitas  menghadapi  fenomena

ketidakstabilan yang timbul karena faktor alam maupun



manusia (Cardona, 2006). Kerentanan adalah keadaan yang
menggambarkan  ketidakmampuan  komunitas  dalam
menghadapi tekanan-tekanan yang berasal dari perubahan
lingkungan dan perubahan sosial karena tidak memiliki
kapasitas yang cukup untuk beradaptasi (Adger 2006).
Kerentanan sosial disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain
faktor fisik, sosial dan lingkungan yang menyebabkan
kelompok sosial atau komunitas mudah terkena dampak
negatif dari perubahan. Kerentanan sosial juga bisa
disebabkan oleh ketidaksetaraan di dalam masyarakat
(Enarson, Fothergill & Lori, 2006).

Dari  perspektif adaptasi komunitas, perubahan
lingkungan dan sosial yang terjadi pada suatu komunitas bisa
berbeda-beda efeknya bagi setiap individu atau kelompok di
dalam komunitas. Sehingga, setiap orang akan merespon
dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas yang
dimilikinya. Kemampuan beradaptasi (adaptive capacity)
sering ditempatkan sebagai komponen dari resiliensi yang

merefleksikan kapasitas komunitas untuk belajar.



C. Model Analisis Resiliensi Sosial pada Komunitas yang
Bergantung pada Hutan

Komunitas yang bergantung pada hutan atau sumber
daya alam digambarkan sebagai sebuah sistem sosial yang
berada di dalam sistem-sistem yang lebih besar dan selalu
berada di bawah pengaruh kekuatan eksternal yang memicu
terjadinya perubahan (Akamani, 2012). Sebagaimana di-
ilustrasikan pada Gambar 2.2., faktor-faktor yang mendorong
perubahan bisa ditimbulkan oleh dinamika budaya, politik dan
kebijakan, demografi, ekonomi, teknologi atau alam. Faktor-
faktor eksternal tersebut dapat menimbulkan dampak positif
maupun negatif, dan kekuatan, intensitas, frekuensi maupun
besaran dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing faktor
tidak sama (Cutter et. al., 2008). Sebaliknya, perubahan yang
terjadi di dalam komunitas dapat pula mempengaruhi faktor-
faktor eksternal tadi.

Ketika dihadapkan dengan faktor-faktor eksternal,
komunitas akan merespon dengan cara-cara yang berbeda-
beda, yang disebut sebagai strategi adaptasi (adaptation
strategies). Strategi adaptasi merupakan proses dimana
komunitas menerapkan strategi coping, adapting dan
transformating. Proses dalam melakukan coping, adaptif dan

transformaif bisa saja berbeda-beda bentuknya mulai dari

KEKUATAN PERUBAHAN DARI LUAR KOMUNITAS



tindakan kolektif pada level komunitas, level rumah tangga
dan level individu.

Komunitas memiliki sejumlah aset yaitu berbagai
sumber daya atau modal-modal (capitals) berupa modal
sosial, modal alam, modal ekonomi, modal fisik, dan modal
manusia yang menggambarkan dimensi kesejahteraan
sekaligus menggambarkan kapasitas komunitas dalam
merespon perubahan-perubahan (Donoghue & Sturtevant,
2007). Modal alam adalah sumber daya biofisik yang
menyediakan produk dan jasa lingkungan guna mendukung
kehidupan komunitas secara berkelanjutan dan dinilai
berdasarkan ketersediaannya dan akses komunitas.

Modal manusia mencakup keterampilan, pengetahuan,
kesehatan, dan hal-hal lain yang memungkinkan individu
maupun rumah tangga bisa membuat keputusan-keputusan
yang baik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan produktif guna
meningkatkan  kesejahteraan komunitas. Modal sosial
mencakup norma-norma dan jejaring-jejaring yang bersifat
resiprokal antar individu dan antar kelompok yang diwarnai
oleh rasa saling percaya sehingga mendorong terjalinnya
kerjasama diantara individu maupun dalam kelompok. Modal

sosial yang baik memungkinkan terjadinya keputusan-



keputusan dan tindakan-tindakan kolektif dalam merespon
perubahan eksternal.

Modal fisik mencakup segala bentuk infrastruktur
yang mendukung kesejahteraan semua orang di dalam
komunitas tersebut. Komunitas dapat mengakses berbagai
kebutuhan seperti air bersih, transportasi, pendidikan,
kesehatan, tempat tinggal dan sebagainya melalui
infranstruktur ~ tersebut.  Modal ekonomi  merupakan
kesempatan-kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan
pekerjaan atau sumber-sumber penghidupan lainnya yang
dapat menambah kesejahteraan mereka. Aset komunitas
berupa modal-modal di atas juga terdistribusikan dalam skala
rumah tangga.

Selain aset (sumber daya), institusi/lembaga dan
organisasi juga memiliki peran penting bagi komunitas dalam
merespon perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh faktor-
faktor eksternal. Lemabaga dalam hal ini adalah sistem
pengaturan yang membentuk interaksi sosial, sedangkan
organisasi adalah kelompok-kelompok yang beranggotakan
individu-individu yang dipersatukan oleh keinginan dan
tujuan bersama. Lembaga dan organisasi dalam komunitas
bisa berbeda-beda bentuk dan tipenya, misalnya lembaga dan

organisasi yang berbasis pasar, berbasis komunitas,atau



terpusat. Selain itu, lembaga dan organisasi dalam komunitas
bisa berada pada level atau skala yang berbeda, dimana ada
hubungan vertikal dan/atau horisontal diantara institusi atau
organisasi yang ada di dalam komunitas mupun di luar
komunitas. Akses kepada institusi tentu saja akan
meningkatkan akses untuk mendapatkan informasi dan sumbe
daya yang penting lainnya.

Anggota-anggota komunitas yang kaya akan sumber
daya, berafiliasi dengan berbagai organisasi dan sangat
merasakan dampak yang ditimbulkan oleh faktor-faktor
eksternal akan mengelompok dalam rangka merespon
kekuatiran bersama. Pada sisi lain, apabila terjadi penurunan
kapasitas dan modal-modal komunitas sebagaimana
disebutkan di atas, maka yang terjadi adalah mal-adaptasi atau

kerentanan.

D. Domain-Domain dalam Analisis Resiliensi Sosial

Upaya memahami resiliensi sosial pada tingkat
komunitas diarahkan pada ruang lingkup resiliensi komunitas,
cara menilai resiliensi dan bagaimana membangun resiliensi
komunitas. Resiliensi komunitas merujuk kepada kepemilikan
sumber-sumber daya, kemampuan mengembangkan dan

memanfaatkannya untuk menyiasati perubahan kondisi



lingkungan hidup yang dicirikan oleh ketidakpastian dan sulit
diprediksi sehingga kehidupan komunitas bisa bertahan
(Kelly, et. al.,, 2015). Guna memahami tingkat resiliensi
komunitas, khususnya pada komunitas yang bergantung pada
sumber daya alam seperti hutan, Kelly et. al. (2015) membagi
resiliensi kedalam 5 aspek atau domain, yaitu: ekonomi,
sosial, politik/instistusi, kultural dan alam.

Domain ekonomi dianggap sebagai faktor yang
menentukan, baik terhadap resiliensi maupun kerentanan
sosial komunitas. Penelitian yang menghubungkan resiliensi
komunitas dengan degradasi lahan pertanian pada sistem
sosial-ekologi berbasis hutan dan semak belukar, Kelly et. al.
(2015) menjelaskan bahwa faktor ekonomi erat kaitannya
dengan proses degradasi lahan. Faktor ekonomi dapat menjadi
pemicu terjadinya degradasi lahan, atau sebaliknya dapat juga
mejadi faktor yang bisa dikaitkan dengan usaha positif
komunitas dalam merespon degradasi lahan (Kelly, et. al,
2015). Terlibatnya komunitas lokal ke kedalam pengaruh
kekuatan pasar kapitalis global juga sering mendorong para
pemangku kepentingan untuk mengintensifkan penggunaan
lahan (Kelly, et. al, 2015). Ketiadaan sumber penghasilan dan

sumber penghidupan alternatif dapat mendorong komunitas



mengintensifkan penggunaan lahan sehingga memperburuk
kondisi tanah.

Domain sosial sangat krusial bagi terwujudnya
resiliensi sosial dimana fungsinya menengahi kekuatan tarik-
menarik antara komponen sosio-ekonomi dan komponen
lingkungan di dalam sistem sosial-ekologi. Pemanfaatan lahan
atau sumberdaya lainnya tidak lepas dari agenda-agenda
pribadi dan tujuan-tujuan yang berimplikasi ekonomi di
dalamnya. Faktor sosial dalam hal ini mencakup tingkat
interaksi diantara anggota komunitas yang di dalamnya ada
rasa saling percaya (trust), hubungan sosial, resolusi konflik,
komuniksai dan pembelajaran, kohesivitas, dan sebagainya
(Magis, 2010). Pada komunitas yang modal sosialnya lemah,
ada kecenderungan tidak adanya keperdulian komunitas
terhadap aktivitas yang bisa merusak lahan dan hutan
sehingga pemangku kepentingan yang punya kekuatan akan
dengan mudah menaklukkan komunitas karena adanya
perpecahan diantara mereka (Bodin & Crona, 2008).

Domain ketiga adalah domain institusi. Faktor-faktor
politik memiliki keterkaitan dengan ideologi dan worldview
yang dominan dari para pembuat keputusan, baik di tingkat
lokal, regional maupun pusat (nasional), terutama

menyangkut ada tidaknya pengakuan bahwa degradasi lahan



dan hutan adalah masalah dalam tataran kebijakan dan apakah
ada mekanisme yang mengkompensasi kerugian masyarakat
yang terkena dampak (Juntti and Wilson, 2005). Sehingga hal
yang paling pokok vyaitu adanya kemauan politik dan
kemampuan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang
efektif dalam menangani degradasi lahan lahan atau hutan.

Domain ke-empat adalah domain kultural yang
meliputi norma-norma masyarakat, kaidah-kaidah, tradisi,
ritual dan ideologi. Elemen-elemen kultural dapat dilihat
sebagai ide-ide yang meresap di dalam kehidupan komunitas
sehingga menjadi kesadaran kolektif. Ideologi-ideologi yang
berkembang di dalam masyarakat yang terbentuk melalui
nilai-nilai kepercayaan dan nilai-nilai moral secara langsung
mampu mempengaruhi resiliensi komunitas. Faktor-faktor
kultural dapat menjadi indikator penting guna guna
mengetahui kebanggaan komunitas akan nilai-nilai tradisional
dan adat (Stump, 2010).

Domain yang terakhir yaitu domain alam, dimana
resiliensi komunitas memiliki keterkaitan dengan faktor-
faktor alam. Jenis dan kualitas tanah, ketersediaan dan
kualitas air, kecuraman dan akses menuju ke sebuah lokasi,

kerentanan sebuah lokasi terhadap dampak perubahan cuaca



misalnya kekeringan merupakan aspek-aspek alam yang dapat
mempengaruhi resiliensi komunitas (Basso et. al., 2010).
Berdasarkan kelima domain di atas, komunitas
dikatakan resilien apabila domain sosial, ekonomi, budaya,
politik/institusi dan alam di dalam komunitas tersebut
dikembangkan secara baik (Emery & Flora, 2006; Kelly et.
al., 2015). Apabila salah satu atau beberapa dari kelima
domain tersebut lemah, maka komunitas tersebut
dikategorikan sebagai komunitas yang rentan (Wilson, 2012).
Buikstra et. al. (2010) dan Wilson (2012) menekankan bahwa
hal yang sangat penting untuk mengetahui resiliesni
komunitas adalah memahami keterkaitan dan hubungan
timbal balik diantara domain-domain yang ada di dalam

sistem sosial-ekologi tersebut.

E. Resiliensi Sosial dan Penguatan Kapasiatas Komunitas
Resiliensi sosial adalah tentang adaptasi komunitas,
termasuk di dalamnya adalah upaya membangun kapasitas
manusia untuk menyikapi perubahan, sehingga dapat
mengelola perubahan-perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai
dasar yang diperlukan oleh komunitas. Sebuah komunitas
dikatakan resilien apabila mereka mampu menghadapi

perubahan-perubahan  yang tidak mereka antisipasi



sebelumnya tanpa kehilangan kompleksitas dan kemampuan
yang telah mereka miliki sebelumnya.

Konsep lain yang sangat dekat dengan konsep
resiliensi sosial bahkan sering disilihtukarkan adalah
community capacity (kapasitas komunitas). Community
capacity sendiri didefinisikan sebagai interaksi diantara
berbagai kapital seperti kapital manusia, sumberdaya
komunitas dan kapital sosial yang dimiliki komunitas yang
dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan bersama dan
meningkatkan kesejahteraan (Magis, 2010). Resiliensi sosial
dalam hal ini lebih mengarah kepada sistem sosial dalam
konteks perubahan. Resiliensi sosial dan kapasitas komunitas
jelas memiliki hubungan yang erat, dimana resiliensi sosial
sangat bergantung pada kapasitas komunitas (Magis, 2010).

Pemberdayaan dan resiliensi dalam komunitas
memiliki keterkaitan dengan kapasitas dan jenis-jenis kapital
yang dimiliki komunitas. Kapasitas dapat diartikan sebagai
seluruh daya, baik yang dimiliki secara individu maupun
secara kolektif, yang dapat digunakan untuk memperbaiki
kualitas hiduap komunitas (Fischer & McKee, 2017).
Komponen-komponen yang menentukan kapasitas komunitas
antara  lain  kemampuan  kelompok,  keterampilan,

pengetahuan, sumber daya, kepemimpingan, partisipasi,



norma dan rasa saling percaya, jejaring sosial, perasaan
sebagai bagian dari komunitas (termasuk bagian dari historis
dan nilai-nilai komunitas), transparansi, refleksi kritis dan
daya atau kekuatan komunitas (Goodman, dalam Fischer &
McKee, 2017). Unsur-unsur di atas menjadi basis kekuatan
komunitas dalam mengidentifikasikan tantangan-tantangan
yang mereka hadapi dan bertindak ke arah perubahan yang
positif.

Membangun kapasitas komunitas semakin dianggap
perlu dalam upaya pengembangan masyarakat (Community
Development) dan umumnya upaya membangun Kkapasitas
dilihat dalam konteks ketidakberdayaan komunitas. Chaskin
(2001) mendefinisikan kapasitas komunitas sebagai interaksi
diantara modal manusia (human capaital), sumberdaya
organisasi (organizational resouces) dan modal sosial (social
capital) yang ada di dalam komunitas tertentu yang dapat
dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah dan
meningkatkan kesejahteraan bersama. Sementara Matarrita-
Cascante et. al. (2017) mendefinisikan kapasitas komunitas
sebagai proses dimana warga komunitas, lembaga-lembaga
for-profit dan non-profit dan institusi pemerintah yang
berminat dalam pengembangan masyarakat bekerja bersama-

sama untuk memperkuat sumber daya lokal dan memobilisasi



sumber-sumber daya, baik lokal maupun dari luar komunitas,
guna menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi

komunitas.



BAB IV

PERUBAHAN LANSKAP TRADISIONAL
DALAM KONTEKS SOSIAL-EKOLOGI
KOMUNITAS BETANG DI ENSAID
PANJANG

Interaksi komunitas lokal dengan ekosistem di
sekeliling mereka telah menciptakan suatu hubungan
ketergantungan antara komunitas dan ekosistem. Pada
komunitas Dayak Desa di Ensaid Panjang, besarnya
ketergantungan kepada ekosistem, khususnya hutan, dapat
dilihat dari besarnya peran ekosistem hutan dalam tatanan
sosial, ekonomi, spiritual dan budaya komunitas. Dari sisi
ekonomi, hutan telah berperan sebagai jaringan pengaman
dengan menyediaan berbagai material yang untuk tujuan
subsisten maupun komersial, dan menjadi basis bagi sistem
perladangan berpindah. Hutan juga memberikan fungsi-fungsi
non-material, yakni fungsi sosial, kultural dan spiritual.

Elemen-elemen kehidupan komunitas Dayak Desa
seperti budaya bermukim, pola produksi, orgnasisasi sosial
hingga sistem nilai dan sistem kepercayaan orang Dayak Desa

sangat kuat menonjolkan jalinan mereka dengan ekosistem



hutan dan elemen-elemen tersebut bertemu dan menyatu
dalam konsep betang. Hampir seluruh aktivitas penting, baik
aktivitas  produktif, sosial, budaya maupun ritual,
dilangsungkan di betang. Betang adalah personifikasi dari
aspek-aspek kosmologis yang tidak terlihat, struktur yang
dibentuk secara ritual (Sather, 1993). Betang adalah
jantungnya orang dayak, tempat hidup bagi nilai-nilai budaya
Dayak.

Bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi komuntas
di lokasi studi adalah berladang. Berladang memiliki dimensi
sosial, budaya dan spiritual dimana di dalamnya terdapat
ritual dan penghormatan kepada sang Pencipta, para leluhur
dan alam melalui ritual-ritual khusus. Spiritualitas orang
Dayak Desa juga diekspresikan dalam tahapan-tahapan
berladang. Bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus
perladangan orang Dayak Desa di lokasi studi adalah tata cara
pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Komunitas Dayak di
lokasi studi memiliki pengetahuan yang baik tentang hutan
dan secara tradisional telah memperaktekkan sistem
perladangan gilir balik yang ramah lingkungan dengan
menerapkan masa bera yang panjang pada lahan-lahan bekas

ladang.



Aursitektur tradisional merupakan identitas budaya
suatu suku bangsa, di dalamnya terkandung segenap peri
kehidupan masyarakatnya. Betang, dalam hal ini, bukan
semata bangunan fisik melainkan juga perwujudan dari
filosopi dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas yang
menghuninya. Filosopi hidup komuntas Dayak Desa di lokasi
studi dapat di telusuri dari pemaknaan mereka terhadap
betang, bahwa betang adalah ruang-ruang kehidupan yang
tersusun secara vertikal dan horisontal. Betang Ensaid
Panjang dalam konteks ini adalah sebuah ungkapan simbolik
sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Freeman terhadap
makna betang bagi suku Dayak Iban (Freeman,1958). Akan
tetapi, sebagaimana teridentifikasikan pada rumah betang
Ensaid, betang juga adalah setting dimana ritual-ritual penting
dilakukan. Betang melalui elemen-elemen fisik adalah
personifikasi dari aspek-aspek kosmologis yang tidak terlihat.
Betang dalam konteks ini adalah struktur yang dibentuk
secara ritual (Sather, 1993).

Betang sesungguhnya adalah sebuah organisasi sosial
suku Dayak, di dalamnya terdapat sebuah sistem sosial yang
fungsional. Komunitas Betang Ensaid dalam hal ini adalah
representasi dari sistem sosial masyarakat Dayak Desa pada

tatanan mikro. Rumah betang sebagai sebuah sistem sosial



ditandai oleh kehidupan sehari-hari di dalam betang yang
penuh dengan keteraturan karena ada norma dan sistem nilai
yang mengatur interaksi diantara penghuninya. Kepribadian,
tingkah laku, sikap, perbuatan, dan aktivitas sosial dan
ekonomi para penghuni betang dibimbing oleh norma adat
dan selalu dihubungkan dengan sistem kepercayaan
tradisional mereka (Coomans 1997). Konsep betang yang
masih tradisional biasanya memiliki seorang kepala rumah
tangga atau juru piara (pun rumah), tetua adat, semanang
(penyembuh penyakit) dan administrator kampung (kebayan).
Hidup bersama dalam satu kesatuan komunitas dapat
langgeng karena adanya kesepakatan-kesepakatan bersama
dalam mengatur relasi sosial warga komunitas, termasuk
relasi mereka dengan alam sekitar. Nilai-nilai kolektif yang
tumbuh dan diperlukan untuk keberlangsungan hidup bersama
terpelihara melalui mekanisme hukum adat dan seperangkat
aturan mali (tabu) yang dijadikan pedoman oleh setiap
anggota komunitas dalam bertindak dan berperilaku.

Kondisi lahan pertanian yang sebagian besar
merupakan lahan kering dan kurang subur tidak
memungkinkan untuk diolah kedalam dua atau tiga kali
penanaman dalam satu tahun. Guna meningkatkan kesuburan

tanah, maka pembersihan lahan dengan cara membakar



menjadi opsi dalam rangka mengatasi kondisi tanah
Kalimantan yang kurang mineral dan nutrisi. Pembakaran
dimaksudkan untuk mempercepat proses dekomposisasi
material organik yang menjadi sumber nutrisi bagi tanah
(Crevello, 2004).

Sebaliknya, Kleinman et al. (dalam Weihreter, 2014)
berpendapat bahwa sistem pertanian berladang berpindah
dalam skala kecil justru dapat dilihat sebagai praktek
pertanian yang berkelanjutan karena tidak bergantung pada
input dari luar seperti pupuk kimia, pestisida dan irigasi yang
memiliki ketergantungan pada energi fosil.

Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan lokal dan
tradisi tidak bersifat statis (Ellen et al, dalam Crevello, 2004).
Menanam biji karet di ladang bersama-sama dengan padi
yang dilakukan oleh masyarakat tradisional akan menciptkan
sistem agroforestri yang komplek yang disebut hutan karet
(jungle rubber). Sistem agroforestri tradisional diakui mampu
berfungsi sebagai daerah penyangga (buffer zone) yang stabil
di sekitar hutan konservasi (Lawrence, 1996).

Komunitas adat di rumah betang Ensaid Panjang
memiliki apa yang diutarakan oleh Valene Smith (dalam
Timothy, 2011) sebagai komunitas dengan empat H, yaitu:

habitats, heritages, histories dan handicrafts. Habitat



mencakup kesatuan komunitas beserta sistem ekologis yang
menjadi wadah bagi kebudayaan mereka untuk tumbuh dan
bertahan dimana betang menjadi pusatnya. Sementara
heritage dalam konteks ini mencakup pengetahuan,
keterampilan, bahasa, sistem kepercayaan, nilai-nilai, tradisi,
norma dan sebagainya beserta cara hidup yang menjadikan
suku Dayak Desa di Ensaid Panjang sebagai sebuah kelompok
etnik. Histories bertalian dengan kehidupan masa lampau dan
juga mencakup ketersentuhan masyarakat asli dengan dunia
luar (modernisasi). Sedangkan handicrafts mencakup karya
seni dan produk-produk buatan tangan yang diproduksi

melalui metode tradisional.



BAB V

TEKANAN EKSTERNAL PADA SISTEM
SOSIAL-EKOLOGI KOMUNITAS
BETANG

Karakteristik yang dimiliki komunitas betang di
Ensaid Panjang menunjukkan bahwa komunitas tersebut
tergolong sebagai masyarakat perdesaan. Umumnya
masyarakat perdesaan di berbagai belahan dunia sedang,
bahkan telah, mengalami perubahan-perubahan besar. Pada
komunitas betang Ensaid Panjang, perubahan-perubahan
tersebut mengarah pada transisi dari masyarakat yang sangat
tergantung pada sumber daya hutan menuju suatu kondisi
dimana ketergantungan komunitas pada hutan diminimalisir.
Transisi ini disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari luar
komunitas yang dapat di-identifikasikan sebagai kekuatan
negara dan pasar. Kekuatan-kekuatan eksternal tersebut
berdampak besar pada perubahan lingkungan sebagaimana
terindikasikan dari perubahan lanskap, perubahan pola
pemanfaatan lahan, perubahan demografis dan terjadinya

diversifikasi ekonomi.



Sebagai negara berpenduduk besar yang terdiri atas
beragam suku bangsa dan tersebar dalam bentang geografis
yang sangat luas, prioritas kebijakan pembangunan politik
Indonesia adalah menyatukan berbagai komponen bangsa
yang berbeda-beda. Keragaman budaya dalam konteks ini
sering dilihat sebagai faktor penghambat integrasi nasional
sehingga perlu diperlemah. Pada saat yang sama, Jawa
sebagai kelompok mayoritas khususnya dalam struktur
kekuasaan di Indonesia cenderung mendominasi proses
rekonstruksi identitas kebangsaan Indonesia selama ini
sehingga kebudayaan nasional cenderung di-identikan dengan
kebudayaan Jawa (Elmbhirst, 2000). Karena itu memindahkan
orang-orang Jawa ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa
melalui  program transmigrasi menjadi opsi  untuk
mempercepat proses integrasi nasional tersebut.

Keinginan pemerintah untuk mengoreksi ketimpangan
jumlah penduduk antara Pulau Jawa dan pulau-pulau di luar
Jawa juga menjadi faktor dilihat yang mendorong pemerintah
memindahkan penduduk ke luar Jawa. Selain itu, program
transmigrasi juga dilihat sebagai cara pemerintah menarik
orang-orang asli (indigenous) yang dianggap menghuni hutan
secara liar dan menarik para pekerja sektor informal yang

dinilai hidup secara tidak layak di kota untuk kemudian



diarahkan pada sistem pertanian kapitalis yang berorientasi
ekspor (Elmhirst, 2000). Sebagaimana yang terjadi pada
program transmigrasi di Ensaid Panjang dan tempat-tempat
lain di luar Ensaid Panjang, program transmigrasi diarahkan
pada tanaman non-pangan. Pemerintah kala itu memfokuskan
pada tanaman karet yang booming di pasar global.

Kebijakan transmigrasi di Era Orde Baru tersebut
tidak hanya mengubah lingkungan fisik dimana masyarakat
asli bermukim, tetapi juga mengubah komposisi penduduk
sehingga berdampak secara sosial, budaya, ekonomi dan
politik. Di wilayah Desa Ensaid Panjang saja, tidak kurang
dari 300 hektar lahan dilakukan land clearance. Sebagian
besar wilayah yang digunakan untuk menampung
transmigrasi adalah lahan berhutan sekunder yang diklaim
olen komunitas lokal sebagai wilayah adat. Di dalamnya
terdapat lahan bekas ladang yang sedang dalam masa bera
(pemudak), agroforestri (tembawang) dan sebagian hutan
sekunder yang siap dijadikan ladang. Gaya hidup para
transmigran juga memberi ide-ide baru kepada komunitas
lokal. Dalam hal bercocok tanam, orang lokal mulai mengenai
pupuk dan racun serta alat-alat pertanian memberi sedikit

modifikasi pada metode bercocok tanam tradisional mereka.



Tekanan pada penghidupan komunitas betang juga
berasal dari pasar. Penetrasi kapitalisme dan globalisasi
kedalam sektor pertanian mengakibatkan pola produksi yang
bersifat subsisten bertransformasi menjadi pola produksi
pertanian yang menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan
pasar (Thongyou, 2014). Tidak jarang proses transformasi itu
harus dibayar dengan hilangnya hutan. Untuk membuka
perkebunan kelapa sawit, lahan-lahan berhutan dikonversikan
menjadi perkebunan sawit yang monokultur dalam skala luas
hingga menimbulkan deforestasi yang masif (Bou Dib,
Krishna, Alamsyah & Qaim, 2018; Susanti & Maryudi, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukan bahwa
selain kerusakan ekologis, keberadaan perkebunan kelapa
sawit telah menimbulkan dampak negatif bagi komunitas
lokal yang hidupnya bergantung pada ekosistem. Alokasi
lahan perkebunan kelapa sawit tidak jarang tumpang tindih
dengan tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah adat oleh
masyarakat asli (Prabowo, Maryudi, Senawi, Imron, 2017).
Selain itu, masuknya perusahan perkebunan kelapa sawit
tidak akan menghilangkan sistem agroforestri masyarakat
lokal (Pye, 2018). Hal-hal tersebut juga terjadi pada pada
komunitas Dayak Desa di Ensaid Panjang. Masuknya

perusahaan perkebunan Kelapa Sawit telah membuat mereka



kehilangan hutan dan lahan dalam skala luas. Hutan dan lahan
tersebut merupakan cadangan untuk tempat berladang bagi
mereka dan bagi komuntas-komunitas Dayak lainnya yang
hidup di sekitar hutan, dan di dalamnya terdapat tembawang-
tembawang.

Kebijakan negara dan berbagai peraturan perundangan
yang dikeluarkan negara banyak yang membatasi bahkan
melarang masyarakat asli mengakses atau menggunakan
sumber daya alam, termasuk hutan. Penetapan bukit Rentap
sebagai hutan lindung telah menjadikan areal berhutan seluas
750 hektar di bukit rentap sebagai hutan milik negara. Sejak
keputusan itu efektif, masyarat diancam dengan sanksi apabila
membuka ladang dan mengambil kayu di areal hutan lindung
tersebut. Sementara pohon karet lokal yang sudah lebih
dahulu ada hanya boleh diambil getahnya sebagai hasil hutan
bukan kayu, namun masyarakat tidak diperkenankan untuk
melakukan peremajaan.

Pada kenyataannya praktek perladangan berpindah
tidak dianjurkan oleh pemerintah. Banyak pihak, termasuk
pemerintah, beranggapan bahwa berladang berpindah
merusak ekosistem hutan dan menyebabkan terjadinya
degradasi tanah (Myers, 1992; Angelsen, 1995). Namun bila

dibandingkan dengan pemanfaatan hutan untuk kepentingan



industri oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, maka
apa yang dilakukan oleh masyarakat Dayak masih dalam
skala yang relatif kecil. Perusahaan kayu (logging) dan
perusahaan perkebunan terutama sawit dan tanaman industri
lainnya memiliki andil yang jauh lebih besar dalam
penghilangan hutan (Potter dan Li, dalam de Jong et al, 2001).
Para migran dari luar pulau Kalimantan yang membuka lahan
untuk menanam berbagai komoditas pertanian guna
mendapatkan hasil besar (high-yielding crops) tanpa memberi
kesempatan kepada lahan untuk menghutan kembali (fallow
period) juga membawa dampak negatif yang besar terhadap
kondisi tanah (Dove, 1985).

Berbagai tekanan di atas mengarah pada satu titik
penting dalam penghidupan komunitas, vyaitu sistem
perladangan. Menurunnya akses kepada hutan dan lahan
adalah faktor utama yang memaksa komunitas Dayak Desa
untuk tidak lagi menerapkan perladangan menurut cara-cara
tradisional. Dalam kurun waktu sekitar tiga dasa warsa
terakhir, sistem perladangan yang menerapkan rotasi dan
masa bera yang panjang semakin sulit diterapkan. Bahkan
tekanan pada praktek perladangan berpindah komunitas

Dayak Desa di Ensaid Panjang secara gradual telah membawa



sistem bercocok tanam tradisional tersebut semakin dekat
kepada titik kepunahan.

Beberapa studi terhadulu menunjukan bahwa
fenomena kepunahan sistem perladangan berpindah terjadi
secara cepat. Guo, et. al. (2002) mengungkapkan bahwa mulai
dari pegunungan di Propinsi Yunnan, China, hingga daerah
pedalaman Kalimantan menunjukan fenomena
menghilangnya praktek perladangan. Padoch, et. al. (1998)
memperkuat temuan itu melalui kajian terhadap masyarakat
peladang di Tae, Kabupaten Sanggau yang mendiami
kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Tekanan pada
masyarakat peladang di Tae menurut Padoch berasal dari
pemerintah dan perusahaan agar lahan-lahan dikonversikan
menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Situasi serupa juga
ditemui pada komunitas Dayak Desa di Ensaid Panjang.
Meskipun masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat
peladang, intensitas praktek perladangan mereka sudah

mengalami penurunan yang signifikan.



BAB VI
RESILIENSI KOMUNITAS BETANG
TERHADAP TEKANAN EKSTERNAL

1) Coping Capacity

Salah satu strategi adaptasi yang diadopsi oleh
komunitas di lokasi studi adalah strategi coping, yaitu strategi
yang Dbersifat reaktif dan dikaitkan dengan upaya
mempertahankan status quo sehingga komunitas cenderung
bersikap resisten terhadap perubahan (Jordan, 2015). Pada
komunitas betang di Ensaid Panjang, fenomena ini
termanifestasikan ~ melalui  upaya komunitas  untuk
mempertahankan praktek berladang meskipun bersawah
dilihat sebagai salah satu jalan keluar bagi keterbatasan lahan.
Strategi coping melalui berladang lebih banyak didorong oleh
keputusan untuk mempertahankan budaya, mempertahankan
nilai-nilai spiritual dan identitas komunitas karena di dalam
tradisi berladang terdapat tradisi memelihara benih dan ritual
Nyelapat Taon.

Selain karena alasan tersebut di atas, warga yang
masih mempraktekkan perladangan adalah warga yang sulit

mengakses lahan basah untuk bersawah. Lokasi lahan basah



terkonsentrasi di sekitar kaki bukit Rentap dan tidak semua
warga memiliki lahan di tempat itu. Sementara infrastruktur
berupa irigasi belum berfungsi. Sebagian warga juga
mempertahankan cara bercocok tanam di ladang karena
adanya preferensi untuk mengkonsumsi padi organik dan
sayur-sayuran hasil ladang yang memiliki citarasa yang lebih
enak dibandingkan dengan hasil bersawah. Keinginan untuk
menggarap lahan yang berisi karet kampung (lokal) yang
sudah tidak produktif menjadi ladang terlebih dahulu sebelum
dikonversikan menjadi kebun karet monokultur adalah tujuan
jangka pendek yang menyebabkan berladang masih bertahan
meskipun dalam masa transisi.

Selain berladang, bentuk strategi coping lainnya
adalah menenun. Sebagaimana yang terjadi pada aktivitas
berladang, praktek memenun lebih banyak didorong oleh
tujuan ekonomi jangka pendek. Kebutuhan akan uang (cash)
telah mendorong komunitas Dayak Desa di lokasi studi untuk
menggeluti tenun ikat sebagai bentuk diversifikasi ekonomi.
Tenun dalam hal ini menjadi komoditi yang bersifat
komplementer bagi sumber-sumber lain untuk menghasilkan
uang, dan pada sisi lain tenun dikaitkan dengan upaya

komunitas mempertahankan dentitas dan budaya.



Beberapa pendapat (Dercon & Krishanan, 1996; Ellis,
2000; Unni, 1996) menyimpulkan bahwa sumber-sumber
penghidupan masyarakat perdesaan tidak bisa lagi terbatas
pada sumber-sumber tradisional seperti bercocok tanam,
berburu, memungut hasil hutan, berladang atau yang lainnya,
melainkan harus melakukan diversifikasi dengan cara
menggabungkan berbagai jenis pekerjaan atau sumber nafkah.
Studi kasus di India, misalnya, mengungkapkan bahwa mata
pencaharian para petani kecil yang berbasis lahan semakin
tidak menunjukan berkelanjutan karena hasil lahan yang
mereka garap tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup,
termasuk untuk menghidupi ternak-ternak mereka (Heremath,
2007). Akibatnya, banyak keluarga terpaksa mencari sumber
penghasilan alternatif. Perlunya diversifikasi oleh komunitas
perdesaan dengan latar pertanian disebabkan oleh dua alasan:
pertama karena pemasukan yang hanya berasal dari satu
sumber saja tidak mencukupi; kedua, untuk meminimalisir
resiko apabila sumber yang diandalkan menemui kegagalan
(Sunderlin & Angelsen, 2005).

Pilihan komunitas untuk mempertahankan berladang
dan menjadikan kain tenun ikat sebagai strategi adaptasi
dimungkinkan karena eksistensi modal sosial, khususnya

bonding social capital dan cultural capital yang masih kuat.



Kedua modal tersebut secara bersama-sama termanifestasikan
melalui keinginan komunitas sebagai kolektivitas untuk tetap
merayakan Nyelapat Taon yang tidak dapat dipisahkan dari
tradisi berladang. Modal lain adalah ketersediaan lahan
berladang meskipun sudah dalam kategori hutan sekunder
muda dan tidak ideal namun masih memungkinkan sebagian
warga komunitas untuk mempraktekan berladang. Sementara
untuk kain tenun, intervensi stakeholder luar untuk
menghidupkan kembali kain tenun yang sudah pernah punah
dan membuka pasar bagi hasil kerajinan kain tenun
mengindikasikan bahwa komunitas memiliki bridging social
capital.

Keputusan-keputusan komunitas dalam menentukan
strategi adaptasi ketika berdinamika dengan perubahan selalu
membawa dampak dan resiko tertentu. Selain menjanjikan
sebagai salah satu sumber penghasilan alternatif, menenun
juga membawa dampak-dampak yang tidak diinginkan.
Kegiatan menenun mebawa para penenun kedalam pusaran
ekonomi pasar. Mekanisme pasar, dimana aspek distribusi,
selera pasar, daya beli, kelangkaan dan sebagainya, menjadi
faktor-faktor yang berpengaruh pada hasil yang diperoleh dari

kain tenun. Selain itu, kegiatan menenun menciptakan



persaingan diantara para penenun dalam merebut pembeli
yang berpotensi mengganggu kohesi sosial komunitas.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka coping capacity
hanya mengantarkan komunitas pada stabilitas yang relatif
sehingga dapat dikatakan sebagai strategi yang non-adaptif
untuk jangka panjang. Ketika dihadapkan dengan tekanan
perubahan, coping capacity sangat menentukan apakah
komunitas dapat mencapai adaptive capacity atau sebaliknya
menjadi rentan (Adger, 2000).
2) Adaptive Capacity

Adaptasi komunitas dapat dihubungkan dengan
kapasitas adaptif (adaptive capacity) yang mencakup
tindakan-tindakan  komunitas yang bersifat preventif
berdasarkan pengalaman masa lalu guna menghadapi dampak
atau gangguan yang terprediksi. Adaptive capacity bersifat
proaktif dan jangka panjang (Tinch, et. al., 2015). Pada kasus
komunitas betang di Ensaid Panjang, strategi yang tergolong
adaptif yaitu adopsi sistem bersawah guna menyiasati
kelangkaan lahan dan hambatan yang semakin terasa ketika
mengolah lahan pertanian dengan cara berladang. Kelangkaan
lahan adalah ancaman yang bersifat permanen yang
disebabkan oleh pertumbuhan penduduk (faktor demografis)

yang cenderung semakin meningkat sehingga perlu



diantisipasi jika pada suatu titik tertentu di masa mendatang
lahan perladangan tidak tersedia sama sekali (furure event).
Ketika sistem bersawah masuk ke dalam lingkungan
komunitas, dengan cepat teknologi bersawah diadopsi oleh
komunitas dan disandingkan dengan sistem bercocok tanam
berladang, bahkan semakin banyak warga yang betul-betul
sudah  menggantikan  berladang  dengan  bersawah.
Kemampuan komunitas mengintegrasikan sawah kedalam
basis ketahanan pangan dalam kurun waktu yang relatif cepat
mengindikasikan bahwa komunitas setempat memiliki
kemampuan untuk belajar, dan hal ini dilihat sebagai salah
satu karekteristik penting dari sistem sosial yang adaptif.
Kapasitas komunitas dalam beradaptasi dicapai dari
hasil interaksi berbagai kapital seperti modal manusia, modal
sosial dan berbagai sumber daya lain yang bisa diakses oleh
komunitas guna mengatasi kesulitan bersama dan
meningkatkan kesejahteraan (Magis, 2010). Pada komunitas
di Ensaid, beberapa modal yang saling berinteraksi sehingga
memungkinkan bersawah relatif berhasil antara lain adalah: 1)
modal alam, 2) modal sosial, dan 3) modal budaya. Modal
fisik dalam bersawah adalah ketersediaan lahan basah yang
memungkinkan praktek bersawah bisa berhasil. Sementara

beberapa bentuk modal sosial yang menentukan keputusan



komunitas untuk bersawah adalah: 1) linking social capital,
dan 2) bridging social capital. Masuknya program cetak
sawah dan bantuan-bantuan melalui kelompok tani
membuktikan bahwa komunitas juga memiliki linking social
capital yang baik, yakni bentuk modal sosial yang
menghubungkan komunitas dengan stakeholder di luar
komunitas. Bridging social capital nampak dalam cara
komunitas mengorganisasikan aktivitas bersawah dimana
peran kepala dusun dan pemimpin adat sangat menentukan
dalam membentuk dan mengatur hubungan di dalam
kelompok-kelompok tani sawah.

Modal budaya turut berperan dalam keputusan
komunitas memilih bersawah sebagai strategi adaptasi, yaitu
kedudukan padi yang memiliki akar budaya yang kuat di
dalam komunitas yakni sebagai tanaman yang dianggap sakral
dan telah menjadi sumber ketahanan pangan yang utama sejak
bergenerasi silam. Modal budaya juga dapat ditelusuri melalui
sistem bercocok tanam di lahan basah (uma payak) yang
sudah lama dikenal komunitas sebelum sistem bersawah yang
lebih moderen diperkenalkan kepada komunitas.

Demikian halnya dengan transisi dari menanam karet
lokal yang terintegrasi kedalam sistem perladangan ke sistem

perkebunan yang intensif (monokultur), juga dapat



dikategorikan sebagai bentuk dari adaptive capacity. Bagi
komunitas di wilayah studi, kebun karet adalah bentuk
pengakuan atas kepemilikan lahan, sehingga menanam Karet
memiliki dua tujuan, yaitu: 1) untuk mempertahankan aset
(tanah), dan 2) untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk
uang.

Karet bukanlah komoditas baru karena karet sudah
sejak lama terintegrasi dalam sistem agroforestri mereka.
Sistem agroforestri komunitas lokal tersebut erat kaitannya
dengan perladangan berpindah karena menanam Kkatet
biasanya dilakukan pasca berladang. Varietas karet yang
ditanam dalam sistem agroforestri mereka adalah jenis karet
lokal, atau sering disebut karet kampung. Meskipun karet
kampung tersebut disadap untuk tujuan  komersil,
pengusahaannya tidak intensif.

Seiring semakin besarnya ketergantungan keluarga
pada uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan semakin
sulitnya memperoleh hasil hutan untuk dijual dan semakin
sulitnya mempraktekkan ladang karena keterbatasan lahan,
maka karet dilihat sebagai komoditas yang menjanjikan. Bagi
komunitas di Ensaid Panjang, komoditas karet bisa
memberikan manfaat ekonomi yang lebih cepat, terlebih bila

pengusahaannya dilakukan secara intensif dengan menanam



karet jenis unggul (Hevea brasilienis) dan perlakukan khusus
dengan input-input dari luar berupa pupuk, racun rumput,
racun semak, racun kayu dan racun gulma.

Keinginan untuk memiliki kebun karet unggul yang
lebih luas telah mendorong terjadinya konversi lahan-lahan
bekas ladang yang sudah menjadi hutan karet campuran tua
(rubber forest) untuk dijadikan lahan karet monokultur.
Biasanya lahan yang berisi pohon-poin karet lokal yang sudah
berumur tua dijadikan ladang untuk terakhir kalinya sebelum
kemudian dijadikan lahan perkebunan karet monokultur.
Kecenderungan yang terjadi adalah lahan-lahan yang sudah
digunakan untuk berladang tidak lagi dibiarkan memasuki
masa bera melainkan langsung dikonversikan menjadi
tanaman karet. Masuknya lembaga keuangan non-bank Credit
Union (CU) yang memberi fasilitas kredit dan penyuluhan-
penyuluhan mengenai tata cara bertanam karet unggul turut
mendorong percepatan konversi lahan menjadi kebun-kebun
karet monokultur.

Akan tetapi masuknya sitem bersawah yang lebih
modern bukan tanpa dampak negatif. Setelah diperkenalkan
dengan teknologi bersawah, komunitas setempat Kkini akrab
dengan berbagai jenis pupuk dan pestisida, termasuk bibit-

bibit padi yang berasal dari luar komunitas. Penggunaan



input-input  dari  luar tersebut mampu meningkatkan
produktivitas sawah. Berbeda dari sistem pengerjaan ladang
yang berbasis pola bedurug, sistem pengerjaan sawah lebih
banyak mengandalkan tenaga kerja dari keluarga inti.
Pelibatan orang lain biasanya berbasis upah harian, dan hal ini
menciptakan lapangan kerja bagi warga yang membutuhkan
pekerjaan.

Transisi dari pengusahaan karet lokal (kampung) ke
karet unggul tidak hanya persoalan menggantikan jenis karet
melainkan terjadinya perubahan pola hubungan sosial.
Penelitian yang dilakukan Harrington (2015) pada komunitas
Dayak Siang di Kabupaten Murung, Kalimantan Tengah
menunjukkan bahwa transisi dari berladang berpindah ke
perkebunan karet menyebabkan hilangnya sistem bercocok
tanam tradisional dan terjadinya perubahan pola hubungan
sosial. Sistem kerja kolektif melalui konsep gotong-royong
yang identik dengan ladang Kkini tidak ditemukan dalam
pengerjaan kebun karet. Harrington menekankan bahwa
integrasi komunitas lokal kedalam sistem ekonomi pasar telah
melahirkan dominasi individu dan hilangnya budaya gotong-
royong.

Pada komunitas betang Ensaid Panjang, fenomena di

atas sudah mulai nampak. Bersamaan dengan transisi dari



berladang ke bersawah dan berkebun karet adalah hilangnya
ritual-ritual berladang yang merupakan bagian dari identitas
komunitas. Sistem kerja bedurug yang begitu khas dalam
sistem perladangan mereka sudah mulai digantikan dengan
sistem kerja berbasis upah. Bersamaan dengan transisi dari
berladang ke berkebun karet dan memudarnya praktek
bedurug, ladang-ladang pun tidak lagi luas Kkarena
keterbatasan tenaga kerja. Kondisi ini memicu pemilik lahan
untuk menggeluti sawah dan berkebun karet.
3) Transformative Capacity
Diluar kapasitas coping dan adaptive, terdapat

resiliensi sosial yang dikaitkan dengan kapasitas transformatif
(transformative capacity), yaitu kemampuan komunitas dalam
mengubah sebagian besar dari struktur atau sistem dimana
mereka hidup sehingga berakibat pada perubahan yang relatif
radikal pada sistem atau struktur sosial yang ada. Resiliensi
yang bersifat transformatif menekankan bahwa perubahan
adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari sehingga sistemlah
yang harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru.

Suatu sistem sosial (komunitas) dimungkinkan untuk
memiliki ketiga elemen kapasitas tersebut (coping, adapting
dan transformating) pada tingkatan yang berbeda-beda,

namun para ilmuwan beranggapan bahwa perimbangan



diantara ketiga elemen tersebut diperlukan agar suatu
komunitas dapat resilien ketika dihadapkan dengan tekanan
eksternal (Keck dan Sakdapolrak, 2013). Beberapa penelitian
empiris pada komunitas agraris menyimpulkan bahwa
penekanan yang terlalu besar pada aspek coping akan akan
membatasi komunitas tersebut dalam berinovasi dan
merespon perubahan yang akan menguntungkan mereka.

Transformative capacity adalah kemampuan sistem
sosial komunitas menciptakan sistem baru (Folke, 2006).
Transformative capacity masih belum nampak pada
komunitas betang di Ensaid Panjang. Beberapa karakteristik
yang sangat kasat mata dapat dijadikan petunjuk bahwa
komunitas betang belum pada tahap transfomatif, antara lain
gaya hidup agraris yang masih melekat pada komunitas dan
pola bermukim yang masih tradisional yaitu di betang.
Komunitas di wilayah studi dapat dikatakan telah mencapai
transformative capacity apabila ciri-ciri tradisional tersebut
sudah hilang karena struktur sosial komunitas sudah berubah
secara total.

Pada komunitas yang menggantungkan hidupnya pada
sektor pertanian dan sumber daya alam, strategi kebertahanan
hidup (livelihood strategies) yang memiliki keterkaitan

dengan sektor pertanian masih sangat diperlukan. Namun



demikian, diversifikasi mata pencaharian di luar sektor itu
juga perlu dilakukan melalui berbagai bentuk aktivitas, seperti
produksi skala kecil untuk kebutuhan pasar atau menjadi
pekerja, baik di sektor pertanian maupun pada bidang-bidang
di luar sektor pertanian. Dalam hal ini, kombinasi dari
aktivitas yang terkait dengan bercocok tanam mupun yang
tidak terkait dengan bercocok tanam (on farm, non-farm dan
off-farm) dapat dijadikan strategi yang efektif untuk
keberlangsungan hidup.

Meskipun latar belakang komunitas di India di atas
tidak sama dengan latar belakang komunitas di Ensaid
Panjang, kemiripan diantara kedua komunitas terletak pada
perlunya diversifikasi sumber penghasilan untuk menunjang
sektor pertanian. Diversifikasi yang dilakukan oleh komuntas
Dayak Desa di Ensaid yaitu memproduksi kain tenun.Artefak
yang bernilai secara budaya dan spiritual kini dijadikan
komoditas yang bisa diperjual-belikan. Kebutuhan akan uang
telah mendorong komunitas Dayak Desa di Ensaid Panjang
untuk menggeluti tenun ikat selain menyadap karet dan
bercocok tanam. Kain tenun dalam hal ini menjadi komoditas
yang bersifat komplementer.

Strategi  kebertahanan  hidup yang ditempuh
komunitas, baik kolektif maupun level rumah tangga, sangat



tergantung pada pilihan-pilihan yang tersedia, dalam hal ini
kemampuan dan sumber daya (material maupun sosial) yang
mereka miliki dan aksi-aksi yang mereka lakukan. Modal-
modal tersebut merupakan “aset” yang akan menjadi basis
duntuk membangun resiliensi sosial mereka. Sebaliknya,
hambatan bagi komunitas untuk melakukan diversifikasi juga
disebabkan oleh lemahnya basis aset yang dimiliki oleh
komunitas tersebut. Hal ini dicontohkan dari komunitas di
Burdwan District di Bengali Barat (Khatun dan Roy, 2012),
dimana lemahnya basis aset telah berdampak pada rendahnya
kapasitas komunitas khususnya pada tingkat rumah tangga
untuk melakukan diversifikasi. Di sana banyak keluarga yang
hanya memiliki bidang lahan yang kecil dan hasilnya tidak
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Ketiadaan akses kepada fasilitas pinjaman (kredit), meskipun
mereka sudah mendapatkan pelatihan keterampilan baik yang
diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun non-
pemerintah, menyebabkan warga sulit memulai usaha kecil.
Selain itu, minimnya infrastruktur seperti jalan dan
telekomunikasi telah menghambat warga untuk menjual
produk-produk lokal.

Fenomena serupa terjadi pada komunitas Dayak Desa

di Ensaid Panjang, dimana sebagian warga kini cenderung



menempatkan sawah sebagai sumber utama untuk
memperoleh padi dan ketergantungan yang tinggi pada
tanaman penghasil uang, dalam hal ini karet, sejalan dengan
hasil penelitian hasil penelitian Padoch (1998) terhadap
perilaku berladang komunitas Tae di Kabupaten Sanggau,
Indonesia. Padoch mengungkapkan bahwa meskipun
komunitas Tae saat masih mempraktekkan perladangan
berpindah, skalanya cenderung semakin mengecil. Pada sisi
lain, ketergantungan komunitas Tae pada perlandangan
berpindah kini beralih kepada sistem bercocok tanam secara

menetap di sawah dan tanaman Kkaret.



BAB VII
MENEMUKAN PROPOSISI TENTANG
RESILIENSI SOSIAL

Strauss dan Corbin (1990) mendorong perlunya para
peneliti memiliki sensitivitas terhadap kondisi, interaksi dan
konsekuensi dari fenomena yang diteliti dan menata kondisi
dan konsekuensi dari fenomena tersebut kedalam proposisi
atau hipotesa. Grouned theory adalah upaya menemukan
proposisi dari data kualitatif, atau dengan kata lain suatu
proses untuk melakukan teorisasi data. Proposisi dalam
penelitian ini adalah penjelasan teoritik atas fenomena yang
berkaitan dengan resiliensi sosial komunitas betang terhadap
perubahan sosial ekologis, khususnya pada aspek coping
capacity, adaptive capacity dan transformative capacity.

Proses menemukan proposisi dalam penelitian ini
ditempuh melalui tahapan-tahapan. Pertama, melakukan
transkripsi data berdasarkan rekaman wawancara dan catatan
lapangan dari hasil observasi untuk menghasilkan data dalam
bentuk teks. Kedua, proses coding (pengkodean) yaitu
mengkategorisasikan segemen-segmen dalam data dengan

memberi nama singkat guna merepresentasikan bagian-bagian



dari data. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data
menggunakan tabel. Berdasarkan kategorisasi data akan
didapat klaster data yang merepresentasikan fenomena,
dimana fenomena-fenomena yang muncul dikelompoknya
kedalam satu klaster. Langkah selanjutnya adalah
mengidentifikasi pola dan variabel yang akan menjadi

komponen pembentuk proposisi.
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